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BAB V  

KESIMPULAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 

berbasis elektronik (e-Musrenbang) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi 

Jakarta Utara secara keseluruhan dinilai mempunyai tingkat partisipasi yang cukup 

baik walaupun terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Adapun hasil 

kesimpulan terperinci untuk setiap aspek penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Aspek partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi e-Musrenbang: 

dalam aspek ini masyarakat telah cukup berpartisipasi dengan menghadiri 

sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan Sungai Bambu. 

Sosialisasi berlangsung dalam tahapan pra rembuk RW dan tahap 

pelaksanaan rembuk RW. Partisipasi ini belum maksimal karena tidak semua 

masyarakat menghadiri sosialisasi tersebut. Yang hadir adalah tokoh 

masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT. Dari yang diundang inipun tidak 

semuanya bisa hadir karena bertepatan dengan adanya kegiatan mereka disaat 

yang bersamaan (mereka bekerja). Diharapkan mereka yang hadir ini dapat 

meneruskan lagi informasi yang diperoleh dalam sosialisasi tersebut kepada 

masyarakat lainnya yang berada di dalam wilayah mereka. Namun, informasi 

yang diperoleh pada saat sosialisasi banyak yang tidak diteruskan lagi kepada 

masyarakat yang lain. Untuk itu diperlukan suatu platform untuk membantu 

menyebarluaskan informasi yang didapat dalam sosialisasi e-Musrenbang ini. 

Informasi yang diperoleh dalam sosialisasi terkait dengan antara lain: 

perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

kelurahan, alur proses e-Musrenbang, dan peran pihak-pihak yang terkait 

dalam e-Musrenbang. 
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2. Aspek partisipasi masyarakat dalam monitoring usulan masyarakat 

yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya: masyarakat telah 

melakukan monitoring terhadap usulan mereka yang belum terakomodir pada 

tahun–tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak maksimal terlaksana karena 

tidak semua usulan dari masyarakat dapat terakomodir, yang pada gilirannya 

memunculkan beragam permasalahan yang memerlukan solusi. Pihak 

Kelurahan dan RW memegang peran penting dalam memberikan bimbingan 

dan saran kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi usulan yang 

belum terakomodir pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu solusi yang 

ditawarkan oleh pemerintah kelurahan adalah dengan mengakses arsip 

tahunan yang dapat ditemukan pada website musrenbang.jakarta.go.id. Selain 

itu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan momen reses yang 

diadakan oleh anggota DPRD yang dapilnya ada di wilayah mereka. Selama 

acara reses, warga diberi peluang untuk mengusulkan usulan mereka, 

terutama jika usulan pembangunan yang telah diajukan sebelumnya belum 

diakomodir. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan 

bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam 

perencanaan dan pengembangan wilayah ini. 

 

3. Aspek partisipasi masyarakat dalam penginputan usulan melalui sistem 

e-Musrenbang: dalam aspek ini, masyarakat telah melakukan inputan usulan 

melalui sistem e-Musrenbang. Masyarakat yang dimaksud disini adalah 

mereka yang dipilih untuk mewakili masyarakat yang kemudian ditugaskan 

menjadi pendamping rembuk RW. Pendamping ini dipilih oleh pemerintah 

kelurahan melalui suatu proses seleksi. Salah satu tugas dari pendamping 

rembuk RW ini adalah melakukan penginputan usulan perencanaan 

pembangunan yang berasal dari masyarakat ke dalam sistem e-Musrenbang. 

Tantangan yang muncul dalam penginputan usulan melalui sistem e-

Musrenbang mencakup kesalahan input titik lokasi proyek, yang dapat 

mengakibatkan ketidakakuratan dalam penentuan lokasi proyek. Selain itu, 
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kesalahan dalam input satuan ukuran pada wilayah yang akan dibangun juga 

merupakan masalah yang perlu diatasi. Di samping masalah teknis ini, ada 

faktor psikologis dan emosional yang memengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam proses e-Musrenbang. Kehawatiran terkait dengan banyaknya usulan 

masyarakat yang belum mendapatkan akomodasi pada tahun-tahun 

sebelumnya telah menciptakan perasaan kejenuhan di kalangan masyarakat. 

Sehingga masyarakat kurang antusias dalam memberikan usulan yang 

kemudian akan diinput oleh pendamping rembuk RW. Untuk itu, pendamping 

rembuk RW perlu dibekali dengan keterampilan teknis lainnya untuk 

memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan usulan melalui e-

Musrenbang. 

 

B. Saran 

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-

Musrenbang di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara, maka 

penulis memberikan sarannya sebagai berikut: 

 

1. Untuk aspek partisipasi masyarakat dalam sosialisasi e-Musrenbang: 

disarankan kepada Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu untuk menambah 

satu tahapan rembuk yakni rembuk RT untuk memperluas cakupan 

masyarakat dalam penyebarluasan informasi terkait perencanaan 

pembangunan daerah khususnya pembangunan untuk wilayah Kelurahan 

Sungai Bambu. Selain itu, waktu untuk melaksanakan sosialisasi ini agar 

disesuaikan dengan waktu luang masyarakat agar tidak berbenturan dengan 

jadwal pekerjaan mereka. Untuk Pemerintahan Kelurahan Sungai Bambu 

juga perlu menambah kriteria orang yang diundang, misalnya ketua daswa 

wisma dan ketua karang taruna. Mengingat karena keterbatasan anggaran, 

maka tidak mungkin mengundang seluruh warga masyarakat sehingga dapat 

memanfaatkan Whatsapp Group masyarakat di RT maupun RW. Dalam 

sosialisasi ini perlu juga ditekankan bahwa mereka yang diundang ini 
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diharapkan dapat memberi kontribusi berupa penyebarluasan informasi 

kepada masyarakat yang tidak diundang yang berada di wilayah mereka. 

 

2. Untuk aspek partisipasi masyarakat dalam monitoring usulan 

masyarakat yang belum terakomodir pada tahun sebelumnya: 

disarankan kepada pemerintah kelurahan untuk memberikan informasi 

kepada warga bahwa informasi yang dibagikan pada saat acara sosialisasi 

juga dapat diperoleh dengan memanfaatkan media sosial. Dalam hal ini 

adalah website musrenbang.jakarta.go.id. website ini secara resmi dibangun 

oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, meningkatkan kerjasama yang 

intensif dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta agar pada saat reses 

mengutamakan agenda rembuk warga di dapilnya masing-masing untuk 

menjaring aspirasi masyarakat yang belum tertampung atau belum teralisir 

melalui mekanisme e-Musrenbang. 

 

3. Untuk Aspek partisipasi masyarakat dalam penginputan usulan melalui 

sistem e-Musrenbang: disarankan kepada Pemerintah Kelurahan Sungai 

Bambu untuk memberikan arahan kepada pendamping rembuk RW agar lebih 

teliti lagi dalam penginputan dalam sistem e-Musrenbang. sehingga tidak 

muncul lagi kesalahan yang menyangkut indikator volume, luas, dan titik 

lokasi data yang diinput. Selain itu Pemerintah Kelurahan Sungai Bambu bisa 

mengajukan surat kepada Bappeda Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah 

Kecamatan Tanjung Priuk untuk memperkuat keterampilan teknis bagi 

pendamping rembuk RW misalnya pelatihan terkait psikologi, moderation 

technique, komunikasi verbal yang menarik. Sehingga masyarakat yang 

tadinya jenuh dan pesimis dalam memberikan usulan pembangunan dapat 

menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan e-Musrenbang. 

Karena hasil akhir dari e-Musrenbang ini adalah untuk kesejahteraan 

masyarakat juga.
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